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“Itu harus dan tidak bisa ti-
dak. Saat ini penerapan nilai-
nilai Pancasila dan Bhinneka 
Tunggal Ika seakan berada di 
alam mimpi. Kalau itu tidak 
segera dilakukan, saya kha-
watir radikalisme dan terorisme 
akan makin mengoyak perda-
maian di Indonesia,” kata man-
tan anggota DPR Lily Chodidjah 
Wahid  di Jakarta, Selasa (9/8).

Menurut dia, nilai-nilai Pan-
casila dan Binneka Tunggal Ika 
yang memberikan kesadaran 
sebagai bangsa majemuk bisa 
menjadi senjata dalam menang-
kal radikalisme dan terorisme.

“Karena itu, sosialisasi nilai-
nilai Pancasila dan Bhinneka 
Tunggal Ika perlu lebih difokus-
kan lagi ke kelompok masyara-
kat yang berpotensi mudah di-
pengaruhi untuk menjadi tero-

ris,” katanya.
Adik kandung Gus Dur itu 

mengatakan harus diakui ke-
bangsaan dan kebersamaan 
bangsa Indonesia, yang meru-
pakan bagian dari nilai-nilai 
Pancasila, kini mulai luntur.

“Apabila falsafah bangsa itu 
tetap diabaikan maka Indone-
sia ke depan akan semakin ke-
hilangan jatidirinya,” kata man-
tan Wakil Ketua Dewan Syuro 
DPP PKB itu.

Sementara itu dosen Pas-
casarjana Universitas Islam 
Negeri Sunan Ampel Surabaya 
Muhibbin Zuhri mengungkap-
kan bela negara atau kecinta-
an kepada Tanah Air adalah in-
heren dalam Islam. “Jadi, pan-
dangan keagamaan soal ke-
bangsaan, yaitu mencintai neg-
eri, mencintai bangsa, itu meru-

pakan bagian dari keimanan. 
Di tengah konteks nasional-
isme yang akhir-akhir ini ma-
kin luntur seiring globalisasi, 
perlu ditegaskan kembali agar 
tidak hilang,” kata Muhibbin.

Menurut dia, belakangan 
ini muncul paham-paham ke-
agamaan yang berbeda dengan 
komitmen ulama Indonesia di 
awal kemerdekaan. Paham itu 
sangat puritan dan ingin men-
gotak-kotakkan atau memisah 
antara agama dan negara.

“Seolah-olah bahwa uru-
san negara itu bukan urusan 
agama. Mereka malah berkata 
bahwa Indonesia masih perlu 
disyahadatkan, perlu diislam-
kan karena dianggap kafir atau 
negeri thogut, juga pemimpin-
pemimpinnya,” katanya seper-
ti dikutip Antara.

Dengan pandangan seperti 
itu, kata Muhibbin, kelompok 
puritan ini merasa perlu untuk 
berjuang mendirikan negara Is-
lam dan khilafah islamiyah di 
Indonesia.

Secara terpisah Kepala BNPT 
Komjen Pol Suhardi Alius me-

ngatakan pemerintah Indone-
sia saat ini masih terus me-
ngantisipasi dan mewaspadai 
sejumlah pergerakan yang di-
lakukan kelompok teroris, khu-
susnya simpatisan ISIS. 

“Hal itu dilakukan demi 
mencegah berbagai kemungki-
nan serangan atau aksi yang 
akan dilakukan ISIS,” kata Su-
hardi yang kemarin bertemu 
delegasi Amerika Serikat untuk 
membahas pencegahan teror-
isme di sela-sela The 2nd Summit 
International Meeting for Counter 
Terrorism di Nusa Dua, Bali.

Ia juga menyinggung kalau 
ISIS sedang aktif melakukan 
berbagai propaganda dan ham-
pir semua aksi teroris yang ter-
jadi di belahan dunia dilaku-
kan oleh ISIS. Bahkan tahun 
2016, kata Suhardi seperti di-
kutip dalam siaran persnya, 
ISIS dua kali mendalangi aksi 
bom bunuh diri di Indonesia, 
yakni di Jalan Thamrin Jakarta 
pada 14 Januari dan Mapolres-
ta Surakarta sehari menjelang 
Hari Raya Idul Fitri.

Dia menyebutkan pergerakan 

ISIS di Indonesia dikendalikan 
Bahrum Naim, warga Indonesia 
yang kini berada di Raqqa, Su-
riah. Ia adalah salah satu idola 
anggota ISIS di Indonesia dan 
terus melakukan penggalangan 
melalui jaringan di Nusantara. 
“Bahrun Naim merupakan otak 
utama aksi ISIS di Indonesia. 
Saat ini, melalui berbagai alat 
propaganda, ia terus melaku-
kan ancaman pembunuhan ter-
hadap aparat keamanan di In-
donesia,” ucapnya. (did)
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PKPU - Ketua KPU 

Juri Ardiantoro (kiri), 

bersama Dirjen Otda 

Sumarsono (tengah), 

dan Ketua Bawaslu 

Muhammad, Selasa 
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komentar anggota 

dewan pada Rapat 

Dengar Pendapat 

(RDP) di Komisi II 

DPR RI membahas 

5 Rancangan PKPU 

(Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum), 

di Gedung Parlemen 

Senayan Jakarta. 
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Klarifikasi Azimah Soal Rekomendasi DK KPI
Jakarta, Pelita

Mantan anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat 
mengklarifikasi pemberitaan Harian Pelita (28/7) yang ber-
judul “Azimah Subagijo Langgar Etika”. Menurut Azimah, reko-
mendasi Dewan Kehormatan (DK) KPI tidak satupun yang me-
nyebutkan dirinya melanggar etika saat ia menjabat sebagai 
komisioner KPI periode 2013-2016. “Rekomendasi DK KPI tidak 
sebutkan saya langgar etika. Tidak ada etika yang saya lang-
gar, karena sampai sekarang KPI tidak punya kode etik untuk 
mengatur etika para komisionernya,” kata Azimah saat mem-
berikan klarifikasi di kantor Harian Pelita, Jakarta, Senin (8/8).

Menurut Azimah, tidak tepat juga bila dikatakan DK KPI me-
miliki kewenangan untuk memutuskan perkara aduan terkait 
dirinya oleh Lingkaran Mahasiswa Pemerhati Siaran (LMPS). DK 
KPI hanya berwenang memberikan rekomendasi untuk disetu-
jui atau ditolak oleh Rapat Pleno KPI. “Tidak tepat juga DK KPI 
menyiarkan rekomendasinya ke publik. Karena itu saya melihat, 
apa yang dilakukan DK KPI itu sangat politis, dan sebagai upa-
ya mendeskreditkan nama baik saya. Apalagi, organisasi yang 
melaporkan saya, yakni LMPS, adalah abal-abal. Alamat yang 
digunakan LMPS dalam aduannya adalah palsu, ketika dite-
lusuri alamat yang tertera itu tidak diketemukan,” paparnya.

Azimah juga menyebutkan, dalam Surat Keputusan (SK) 
Pemberhentian yang ditandatangani Presiden Joko Widodo 
tanggal 27 Juli 2016 menyatakan dirinya Diberhentikan Secara 
Hormat sebagai komisioner KPI 2013-2016. “Sampai berakh-
irnya masa jabatan saya pada 27 Juli itu, hingga hari ini KPI 
tidak memutuskan apapun terkait rekomendasi DK tersebut. 
Saya pun tidak menerima putusan apapun dari KPI,” paparnya.

Soal tuduhan bahwa ia kader PKS, Ormas MKGR, dan menyalah-
gunakan wewenang dengan meminta-minta fasilitas dari industri tele-
visi, Azimah menyatakan, semua itu adalah tuduhan yang tidak bisa 
dibuktikan, dan hanya bertujuan mencemarkan nama baiknya se-
mata. “Tidak benar sama sekali bila saya kader PKS. Memang nama 
saya dimasukkan sebagai pengurus MKGR. Meskipun MKGR pendiri 
Partai Golkar, tapi MKGR adalah Ormas, bukan parpol. MKGR juga 
bukan sayap parpol, bukan kepanjangan parpol. Partisan parpol itu 
adalah bila jadi anggota Parpol, bukan anggota Ormas,” jelasnya.

Soal tuduhan penyalahgunaan wewenang, Azimah menegas-
kan, stasiun TV yang disebut telah dimintai fasilitas oleh dirinya 
dalam kegiatan bedah buku ‘Ketika Layar Lebar Hadir di Televi-
si’ sudah membantahnya. Apalagi tuduhan penyalahgunaan we-
wenang itu dikaitkan dengan proses perpanjangan Izin Penye-
lenggaraan Penyiaran (IPP) 10 Lembaga Penyiaran Swasta (LPS). 
Azimah menyebut hal itu sangat dilebih-lebihkan dan menye-
satkan. “Putusan KPI itu kolektif kolegial oleh sembilan anggota. 
Tidak mungkin saya bisa mempengaruhi delapan anggota lain-
nya, plus tujuh anggota KPID DKI Jakarta,” pungkasnya. (cr-14)

RUU KEAMANAN NASIONAL

Pemerintah yang Semestinya Ajukan RUU 

KEPEMIMPINAN

Zulkifli: Pembahasan Soal SARA Sudah Selesai

Pancasila Senjata untuk Lawan Terorisme

Jakarta, Pelita
Anggota Komisi III DPR RI Ar-

sul Sani menegaskan seharus-
nya yang menjadi inisiator Ran-
cangan Undang Undang ten-
tang Keamanan Nasional (RUU 
Kamnas) adalah pemerintah 
melalui Kementerian Pertahan-
an dan bukannya DPR RI. Kare-
na yang berkepentingan adalah 
pemerintah.

“Seharusnya pemerintah 
yang inisiatif. Tidak tepat kalau 
DPR yang inisiatif, apalagi lang-
sung merespon RUU Kamnas 
ini dengan akan langsung me-
masukkan ke Prolegnas 2016. 
Sebab, 40 RUU yang menjadi 
tugas DPR RI saja baru seki-
tar 10 RUU yang dibahas. Be-
lum lagi RUU KUHP yang rumit, 
mau ditambah RUU Kamnas,” 
kata Arsul dalam forum legisla-
si ‘RUU Kamnas’ bersama Dir-
jen Peraturan Perundangan Ke-
menkum dan HAM RI Widodo 
Ekatjahjana, dan Direktur Im-
parsial Al A’raf di Gedung DPR 
RI Jakarta, Selasa (9/8).

Selain itu dari sisi penjadwa-
lan menurut Arsul, memang ti-
dak memungkinkan RUU Kam-
nas bisa dibahas, dan kalau 
dipaksakan akan menjadikan 
DPR RI dipersepsi pers tidak 
produktif. 

“Jadi, RUU Kamnas ini ada 
persoalan prosedural dan subt-
stansial. Saya juga khawatir 
munculnya RUU Kamnas ini 
karena Polri saat ini dipersepsi 
sangat berkuasa, yang melebi-

hi di era Orde Baru. Tapi, kalau 
TNI masuk wilayah keamanan, 
maka harus amandemen UUD 
1945 Pasal 30,” katanya.

Sejauh itu, kata Arsul, RUU 
Kamnas seperti gadis cantik 
dan seksi. Yaitu banyak yang 
menyintai dan juga ada yang 
membenci. Namun, jika me-
mang keberadaan UU Kamnas 
dibutuhkan, maka harus diso-
sialisasikan dan dikonsultasi-
kan terlebih dulu dengan ma-
syarakat luas.

Apalagi, tutur Rasul, RUU 
Kamnas tiba-tiba muncul di 
tengah pembahasan RUU Ter-
orisme. RUU ini diharapkan 
menjadi payung hukum pertah-
anan dan keamanan, melaink-
an juga perbantuan TNI dalam 
tindak pidana terorisme. 

“Tapi, TNI meminta tindak 
pidana-nya dihilangkan, itu 
artinya keterlibatan TNI akan 
lebih luas ke dalam keamanan 
nasional, yang selama ini men-
jadi kewenangan Polri,” ungkap 
Arsul.

Widodo mengakui jika se-
cara substansi RUU Kamnas 
ini sempat mengundang isu-isu 
negatif, sehingga harus disikapi 
secara sungguh-sungguh agar 
pemerintah responsive terha-
dap tuntutan masyarakat.

“Tak boleh ada UU yang diba-
has secara diam-diam. Sehing-
ga pembahasannya harus me-
menuhi dua aspek; yaitu prose-
dural, dan substansial sesuai 
dengan mekanisme peraturan 

perundang-undangan No.11 ta-
hun 2012,” ucapnya.

Menurut Widodo, RUU Kam-
nas harus dibentuk, namun ha-
rus dilakukan sinkronisasi ter-
lebih dahulu dan jangan sam-
pai ada perampasan terhadap 
hak-hak rakyat, dan tidak men-
jadikan Indonesia kembali ke 
era represif. “Saya yakin pemer-
intah komitmen untuk tidak 
kembali ke era represif,” jelas-
nya. (cr-14/kh)

Jakarta, Pelita
Ketua Majelis Permusya-

waratan Rakyat (MPR) RI Zulki-
fli Hasan menegaskan pemba-
hasan masalah suku, agama, 
ras dan antar golongan atau 
SARA sudah selesai. 

Oleh karena itu, kata Zulki-
fli, Selasa (9/8)  yang perlu 
dibicarakan ke depan adalah 
bagaimana agar masyarakat 
terus bersatu, saling menghar-
gai agar pembangunan di se-
gala bidang bisa berjalan se suai 
harapan.

“Kita telah merdeka 71 ta-
hun lalu sehingga tidak waktu-
nya lagi mempersoalkan agama 
atau latar belakang seseorang 
menjadi pemimpin,” kata Zulki-

fli di ruang kerjanya Gedung 
MPR RI, Jakarta.

Menurut Zulkifli, siapa saja 
Warga Negara Indonesia (WNI)  
bisa menjadi gubernur, bupati, 
menteri atau pejabat lain tan-
pa mempersoalkan agama dan 
latar belakang seseorang.  “Yang 
penting, dia disukai masyara-
kat dan cinta terhadap Nega-
ra Kesatuan Republik Indone-
siaI,” kata Ketua Umum Partai 
Amanat Nasional (PAN) ini.

Dia mengakui toleransi antar 
sesama mulai pudar, musya-
warah mufakat sudah diting-
galkan, tidak lagi menghargai 
satu sama lain serta mudah ter-
provokasi. 

Yang menyesalkan juga, tu-

turnya, terjadi konflik masalah 
SARA. “Konflik di sana sini kare-
na  pemahaman tentang NKRI, 
Bhineka Tunggal Ika, UUD 45 
dan Pancasila sangat minim, 
plus kesenjangan ekonomi. Oleh 
sebab  itu MPR terus menso-
sialisasikan empar pilar sebagai 
dasar pijakan berbangsa dan 
bernegara,” kata Zul.

Soal pembangunan ber-
kesinambungan, Zulkifli me-
nambahkan, sepuluh frak-
si MPR RI sepakat dengan ide 
menghidupkan kembali kon-
sep pembangunan  garis besar 
haluan negara (GBHN). Masa 
berlakunya untuk MPR RI peri-
ode ke depan, bukan sekarang. 
“Kalau berlaku sekarang kha-

watir akan menimbulkan kon-
flik of interest atau konflik ke-
pentingan,” ujarnya.

Dikatakan, haluan negara 
penting, karena  implementasi 
otonomi daerah saat ini  justru 
melebihi negara federal. Sebab, 
banyak kepala daerah yang ti-
dak mematahui dan tidak tun-
duk kepada pemerintah pusat. 

“Mereka merasa bukan bagian 
dari pusat, dan mereka meng-
klaim telah dipilih langsung oleh 
rakyat. Wilayah kerjanya pun di-
anggap milik sendiri. Ini yang ti-
dak boleh terjadi, sehingga di-
perlukan garis garis besar halu-
an negara,” ujar dia. (kh)

Jakarta, Pelita
Nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal 

Ika harus ditumbuhkan kembali di kalangan 
masyarakat. Terutama kepada  generasi muda 
dalam rangka menghadapi gencarnya propa-
ganda radikalisme dan terorisme.


